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PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(Tinjauan Dari Segi Mekanisme Izin)

Oleh:
Fenty U. Puluhulawa
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Abstract: Law enforcement in the management of mineral and coal mining business can be
done through the proposition of administrative law, criminal law, as well as civil law. This
article are intended to explain the importance of the mechanism license as part of a means
of administration law in the management of mineral and coal mining business. The analysis
showed, there are still shortcomings in terms of substantial, so that it has not support the
implementation of law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Mining, License Mechanism

Abstrak: Penegakan hukum pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara
dapat dilakukan melalui saranan hukum administrasi, hukum pidana, maupun hukum
perdata. Tulisan dalam artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya mekanisme
izin sebagai bagian dari sarana hukum administrasi dalam pengelolaan usaha pertambangan
mineral dan batubara. Hasil analisis menunjukkan, masih terdapat kekurangan dilihat dari
segi substansial, sehingga dengan demikian belum mendukung terlaksananya penegakan
hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan, Mekanisme Izin

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki
potensi sumber daya alam berupa tambang,
baik mineral batubara maupun minyak bumi.
Tambang merupakan sumber daya alam yang
tidak terbarui. Oleh karena jumlahnya yang
terbatas, maka pemanfaatannya seyogyanya
dilakukan secara bijak dan berkelanjutan,
untuk memenuhi kebutuhan generasi kini dan
generasi yang akan datang, sehingga dengan
demikian diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
Selanjutnya dalam ayat (4) diatur tentang

perekonomian nasional yang diselenggarakan

dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat
(3) dan (4) UUD NRI 1945 ini menunjukkan
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat,

harus

maka penyelenggaraannya

memperhatikan ~ prinsip-prinsip
pengelolaan lingkungan. Selain tercantum
dalam konstitusi, hal yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (untuk
disingkat UUPPLH), serta ketentuan lainnya
yang pro terhadap lingkungan. Hal ini

selanjutnya

menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi
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harus memperhatikan ekologi, sehingga tidak
saling mengabaikan satu sama lain.

Dalam bidang pertambangan mineral
dan batubara, permasalahan terkait dengan
lingkungan, merupakan isue yang cukup
aktual dibicarakan. Penyebabnya adalah,
usaha pertambangan berpotensi untuk
terjadinya kerusakan lingkungan, berpotensi
untuk menimbulkan konflik penggunaan
lahan karena tumpang tindihnya areal
pertambangan dengan areal pengelolaan
sumber daya alam lainnya dsb.

Harian Kompas mencatat, sejak tahun
2001 pemerintah pusat telah melepaskan
kewenangannya untuk menerbitkan kuasa
pertambangan (KP). Dalam 10 tahun terakhir,
tepatnya sejak pemberlakuan otonomi daerah,
jumlah KP di Indonesia mencapai 8400. Di
antara KP, ada yang melanggar ketentuan,
tumpang tindih dengan KP yang lain, bahkan
merambah hingga hutan konservasi. Banyak
pemberian izin yang tidak dilaporkan kepada
pemerintah pusat.’

Menurut Hartiwiningsih bahwa penyebab
terjadinya  kasus lingkungan sebagian
bersumber dari kebijakan-kebijakan yang
tidak memihak pada kepentingan lingkungan,
belum adanya kesamaan persepsi di antara
penegak hukum tentang kasus lingkungan,
rendahnya kesadaran hukum pengusaha akan
pentingnya pelestarian fungsi lingkungan,
tidak adanya sinkronisasi secara vertikal
maupun horizontal, keserampakan serta
keselarasan.’

Fakta sebagaimana telah diuraikan di
atas menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan,

ada kecenderungan lemahnya mekanisme

1 Kompas, Edisi, 28 Januari 2010.

2 Hartiwiningsih, Penegakan Hukum Pidana Ling-
kungan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universi-
tas Negeri Semarang, 2009, him. 4.
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perizinan pada tataran substansi peraturan
perundang-undangan. Pengaturan tentang
mekanisme perizinan sangat diperlukan,
dengan demikian diharapkan dapat menjadi
langkah awal sebelum penetapan izin.
Melalui mekanisme penetapan izin yang
benar, diharapkan akan menjadi salah satu
instrumen yang diharapkan dapat mendukung
terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum.
Tulisan pada artikel ini akan mendeskripsikan
mekanisme perizinan pada Kabupaten Kutai
Kartanegara dan kabupaten Luwu Timur.
Selanjutnya akan diuraikan pada pembahasan

berikut ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

hukum dapat
dilakukan melalui berbagai sarana, baik

Penegakan lingkungan
hukum administrasi, hukum perdata maupun
melalui sarana hukum pidana. Menurut
Gatot Sumartono, penggunaan sarana hukum
administrasi lebih ditujukan pada upaya yang
sifatnya mencegah terjadinya pencemaran
dan perusakan lingkungan.’ Dalam Pasal 14
UUPPLH diatur bahwa salah satu instrumen
untuk pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan, salah satunya
dilakukan melalui perizinan. Izin adalah
salah satu sarana yuridis administratif untuk
mencegah dan menanggulangi pencemaran.
Pemberian izin yang keliru ataupun tidak
cermat serta tidak mempertimbangkan dan
memperhitungkan kepentingan lingkungan
terganggunya
keseimbangan ekologis dan sulit untuk
dipulibhkan.*

3 Gatot P Sumartono, Hukum Lingkungan Indone-
sia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, him. 30.

4 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan
Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga,
Airlangga University Press, Surabaya, 2005,
him.146. Baca Fenty Puluhulawa, Pengawasan

akan mengakibatkan
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Usaha pertambangan dilaksanakan dalam
bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP),
Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP
terdiri atas 2 tahap yakni TUP Eksplorasi dan
IUP Operasi produksi. Pemegang [UP baik
Eksplorasi maupun Operasi produksi dapat
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan
sebagaimana yang dicantumkan dalam [UP.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 4 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara bahwa pemberian
IUP dilaksanakan melalui proses tahapan,
pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha
Pertambangan) dan selanjutnya pemberian
IUP. Tahapan ini berlaku terhadap usaha
pertambangan yang terdiri dari radioaktif,
mineral logam, batubara, mineral bukan
logam, dan/atau batuan. Dalam Pasal 60 UU
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (selanjutnya ditulis
UUPMB) jo Pasal 8 ayat (3) PP 23 Tahun
2010 diatur bahwa penetapan WIUP yang
dilaksanakan melalui proses lelang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 65
UUPMB jo PP Nomor 23 tahun 2010, maka
pemohon IUP harus memenuhi 4 persyaratan.
Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh
pemohon pada saat mengajukan permohonan
TUP yaitu;

a. Persyaratan administratif

b. Persyaratan teknis

c. Persyaratan lingkungan

d. Persyaratan finansial

Rincian lebih lanjut mengenai jenis

persyaratan &1 atas telah diatur dalam PP

Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pen-
gelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Ba-
tubara, Jurnal Dinamika Hukum (terakreditasi
Dikti), Vol 11 Nomor 2, Mei 2011, him. 299.
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Nomor 23 Tahun 2010. Terkait dengan

persyaratan lingkungan, maka PP imi
mewajibkan pihak badan usaha untuk

melaksanakan beberapa hal yakni:

a. Pernyataan  kesanggupan  untuk
mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan  di  bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Jaminan
kesungguhan ini termasuk biaya
pengelolaan  lingkungan  akibat

kegiatan eksplorasi (syarat untuk
memperoleh TUP Eksplorasi dan IUP

Operasi Produksi).
b. Persetujuan dokumen lingkungan
hidup sesuai dengan ketentuan

untuk
memperoleh TUP Operasi Produksi).

perundang-undangan (syarat

Selanjutnya IUP baik eksplorasi maupun
eksploitasi dilaksanakan melalui 2 tahapan,
yakni:

1. Pemberian WIUP

2. Pemberian [UP

Fakta
walaupun keberadaan UUPMB diundangkan

empiris menunjukkan bahwa
sejak tanggal 12 Januari 2009, namun dalam
kenyataannya mekanisme perizinan masih
di dasarkan pada ketentuan-ketentuan
sebelumnya oleh karena belum sempurnanya
peraturan pelaksanaan mengenai UUPMB.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur, pengelolaan usaha
pertambangan, didasarkan  pada Perda
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2
Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan
Umum Daerah. Aturan yang terdapat dalam
Perda fersebut merupakan pelaksanaan
dari UUPP, schingga ketentuan ini masih
berpedoman pada prinsip yang dianut

dalam UUPP yang secara substansi berbeda
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dengan UUPMB. Dalam Perda Kabupaten
Kutai Nomor 2 Tahun 2001 diatur bahwa
wewenang dan tanggung jawab dalam bidang
pertambangan umum adalah merupakan
kewenangan bupati yang antara lain meliputi:
a. Wewenang dan tanggung jawab dalam
menerbitkan izin usaha pertambangan.

b. Melakukan

pengawasan

pengendalian dan

mengenai  kegiatan
pertambangan daerah.

IUP diberikan oleh bupati ataupun pejabat
yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan
wewenang. Dalam Perda tersebut juga diatur
tata cara memperoleh IUP sebagai berikut:

1. Permohonan IUP penyelidikan
umum dan eksplorasi harus
dilampiri dengan:

a. Peta wilayah pertambangan
yang menunjukkan batas-batas
koordinat secara jelas.

b. Status tanah atau wilayah yang
bersangkutan.

2. Permohonan [UP eksploitasi harus
dilampiri dengan:

a. Peta wilayah pertambangan
yang menunjukkan batas-batas
titik koordinat secara jelas.

b. Status tanah atau wilayah yang
bersangkutan.

c. Proposal pembinaanmasyarakat

di sekitar lokasi tambang.

d. Dokumen Amdal dan atau
UKL/UPL  sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku.

e. Jika dalam wilayah yang sama
diajukan lebih dari 1 pemohon
yang memenuhi syarat dan
kualitas, maka prioritas pertama
ditentukan oleh bupati.

Menurut Kepala Sub Bidang Pengendalian

Dampak Lingkungan BLHD Kabupaten
Kutai Kartanegara (wawancara tanggal
25 Oktober 2010) bahwa mekanisme izin
pertambangan dilaksanakan melalui urutan
prosedur sebagai berikut:

a. Studi kelayakan dan eksplorasi

b. Aindal

c. IUP produksi

d. Izin lokasi

Pendapat yang d:xemukakan oleh di

atas menunjukkan bahwa, persyaratan
Amdal diperlukan seteiah pelaksanaan studi
kelayakan dan eksploresi, sebagai salah satu
instrumen pelengkap untuk terbitnya IUP
produksi. Idealnya keberadaan Amdal sudah
harus ada pada saat eksplorasi. Alasannya,
menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal
2 PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal
bahwa Amdal adalah merupakan bagian dari
studi kelayakan rencana usaha dan/ atau
kegiatan. Oleh sebab itu keberadaan Amdal
seyogyanya mengawali seluruh rangkaian
rencana aktivitas usaha pertambangan,
dan bukan hanya sekadar untuk memenuhi
persyaratan administratif yang ada.

Di sinilah salah satu kelemahan jika
dilihat dari prosedur mekanisme yang selama
ini berlaku. Hal ini relevan dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Muhammad Erwin
bahwa salah satu hambatan dalam penegakan
hukum salah satunya adalah sistem Amdal
yang lebih mengarah pada penonjolan

kebutuhan administratif.> Idealnya Amdal

5 Muh. Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem
Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT,
Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 120. Baca
Fenty Puluhulawa, Substansi Hukum Tentang Pen-
gawasan Izin Pada Usaha Pertambangan, Jurnal
Pelangi Ilmu, Vol 3, Nomor 4, 4 September 2010,
h. 148. Baca Fenty Puluhulawa, Kewenangan Per-
izinan Pada Usaha Periambangan, Jurnal Hukum
Legalitas, Vol 3, Nomor 2, 2 Agustus 2010, him.
10.
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tidak hanya sekadar untuk memenuhi
persyaratan administrasi, akan tetapi benar-
benar sebagai instrumen untuk menilai
layak tidaknya suatu aktivitas usaha tersebut
dilaksanakan.

Menurut Pasal 13 ayat (3) Perda
Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001,
sebelum bupati memberikan IUP, maka
terlebih  dahulu

atau pertimbangan instansi teknis terkait

dimintakan  pendapat
mengenai status tanah atau wilayah, dengan
memberikan pertimbangan menyangkut
lingkungan hidup serta kondisi masyarakat
setempat. Ketentuan yang terdapat dalam
Perda

melalui pemberian pertimbangan ataupun

ini menunjukan bahwa koordinasi

pendapat sudah dimulai sebelum penetapan
TUP. Hal ini relevan dengan ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 3 Perda Kutai
Kartanegara Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Amdal) bahwa pejabat dari instansi yang
berwenang sebelum menerbitkan izin wajib
memperhatikan rekomendasi dari Bapedalda
(saat ini diganti namanya menjadi Badan
Lingkungan Hidup Daerah) atau (BLHD).
Pertimbangan dimaksud terkait
Terkait
kelayakan lingkungan, maka amdal adalah

dengan
kelayakan lingkungan. dengan
instrumen yang sifatnya preventif untuk
menilai ketaatan atas hal-hal yang terkait
dengan lingkungan dan sosial, serta ekonomi.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 18
ayat (3) Perda Kabupaten Kutai Nomor 2
Tahun 2001 bahwa untuk galian atas tanah
masyarakat yang tidak mau dialibkan,
maka kepada pemegang izin diharuskan
untuk bermitra dengan masyarakat atau
pihak ketiga yang diketahui oleh pejabat

yang berwenang. Hasil wawancara dengan
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Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak
Lingkungan Kantor Badan Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(tanggal 25 Oktober 2010) bahwa sebagai
solusi agar tidak terjadi konflik tumpang
tindih antara areal usaha pertambangan
dengan areal lainnya, seperti perkebunan
dan juga tanah milik masyarakat, maka
masing-masing pihak baik pemegang IUP
maupun pihak pemilik tanah membuat Surat
Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama,
mengingat timbulnya beberapa kasus yang
terjadi akibat usaha pertambangan. Solusi
surat perjanjian pemanfaatan lahan bersama,
dalam realisasinya tidak efektif, karena sejak
awal tidak diatur secara tegas.

Selanjutnya tanggung jawab mengenai
pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha
pertambangan diatur dalam Pasal 25 Perda
Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001
bahwa:

a. Pembinaan pengendalian serta
pengawasan  terhadap  kegiatan
usaha  pertambangan  ditujukan

untuk pengaturan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan
lingkungan pertambangan, produksi,
konservasi serta teknik dan tata cara
pertambangan.
b. Pembinaan pengawasan dan
pengendalian dilaksanakan oleh Dinas
Pertambangan Energi berpedoman
pada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 25 Perda Kabupaten
Kutai Nomor 2 Tahun 2001, untuk pembinaan,
pengawasan serta pengendalian pada usaha
akan dilaksanakan oleh
Dinas Pertambangan dan Energi. Pengaturan

pertambangan,

mengenai pemberian pertimbangan dan
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pendapat dengan instansi teknis pada saat
penetapan IUP, ternyata tidak ditindaklanjuti
dengan pengaturan mekanisme koordinasi
antara instansi sektoral mengenai mekanisme
pengawasan, khususnya terkait dengan
pengelolaan lingkungan, sehingga dalam
implementasinya pengawasan dilaksanakan
oleh masing-masing instansi, dan hal ini
tentunya berdampak pada upaya pelaksanaan
penegakan hukum. Hasil wawancara dengan
Kepala sub Bidang Advokasi Hukum
Lingkungan pada BLHD Kabupaten Kutai
Kartanegara (tanggal 25 Oktober 2010)
bahwa selama ini masing-masing instansi
melaksanakan sendiri pengawasan.

Hal yang sama ditemui pada Kabupaten
Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pengusahaan Pertambangan Kabupaten
Luwu Timur (tanggal 13 Oktober 2010)
walaupun belum memiliki buku pedoman
mekanisme

pengawasan, pengawasan

pada Dinas Pertambangan dan Energi
didasarkan pada ketentuan yang terdapat
dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor 2555.K Tahun 1993 tentang
Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT). Lebih
lanjut dinyatakan bahwa usaha pertambangan
memiliki karakteristik yang berbeda dengan
kegiatan lainnya, sehingga pengawasannya
tidak dapat disamakan dengan aktivitas
lainnya. Pandangan ini menunjukkan
belum terdapatnya keseragaman pandangan
mengenai pelaksanaan pengawasan itu
sendiri.

Pengaturan mengenai pertambangan pada
Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Perda
Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan

Umum. Dalam Perda diatur syarat-syarat

memperoleh izin adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan izin

2. Melampirkan salinan KTP

3. Melampirkan salinan akte pendirian
perusahaan

4. Melampirkan peta

5. Melampirkan dokumen Amdal atau
UKL/UPL

6. Melampirkan rencana penambangan

Dalam Perda tersebut tidak diatur secara
tegas mekanisme koordinasi antar instansi
sebelum penetapan izin, serta mekanisme
39 diatur
bahwa pembinaan, pengendalian maupun

pengawasan. Dalam Pasal
pengawasan dilaksanakaan oleh bupati.
Kondisi ini menunjukkan bahwa secara
substansial belum terdapatnya keseragaman
pengaturan mengenai mekanisme izin dan
pengawasan terkait dengan pengelolaan
lingkungan pada usaha pertambangan. Hal
ini tentunya berdampak pada pelaksanaan
penegakan hukum. Menurut Ridwan
pengawasan adalah merupakan bagian dari
penegakan hukum. Pengawasan adalah
merupakan upaya yang sifatnya preventif
untuk memaksa agar setiap orang mematuhi
ketentuan yang ada.® Berdasarkan pendapat
tersebut, maka mekanisme pengawasan
menjadi sangat penting. Oleh sebab itu
diatur Melalui

pengawasan diharapkan aturan hukum dapat

perlunya secara tegas.
ditegakkan, sehingga diharapkan pengelolaan
pertambangan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui

upaya ini.

6 Ridwan, Hukum Adminisirasi Di Daerah, FH.UIL
Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 122.
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PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa dilihat dari segi mekanisme, terdapat
beberapa kekurangan yakni, berlakunya
UUPMB belum efektif oleh karena masih
harus disempurnakan dengan berbagai
peraturan lain, sehingga dalam kenyataannya
masih harus didasarkan pada UUP yang
secara substansial berbeda dengan UUPMB,
mekanisme Amdal yang belum tepat
schingga terkesan hanya untuk memenuhi
kebutuhan
pengaturan koordinasi yang belum jelas.

administrasi, mekanisme

Sebagai solusi maka secara substansial
perlu untuk melakukan penyempurnaan,
sechingga dengan demikian diharapkan

mendukung  terlaksananya  penegakan
hukum.
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